
 

 

 
 

 
 

BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis pada bab II maka dapat disimpulkan bahwa 

perlindungan hukum terhadap konsumen  jasa telekomunikasi untuk 

mendapatkan pilihan layanan dan informasi yang lengkap masih belum 

maksimal.  

Rendahnya kualitas pelayanan jasa telekomunikasi tercermin dari 

masih banyaknya keluhan konsumen jasa telekomunikasi terhadap pemberian 

informasi yang tidak lengkap dan kebebasan untuk menentukan pilihan 

layanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. 

Jika terjadi permasalahan dari penggunaan layanan, konsumen sulit 

mendapatkan penyelesaian atau perlindungan hukum. Hal ini disebabkan oleh 

keterbatasan infomasi yang diterima. Keterbatasan tersebut di pengaruhi oleh 

beberapa faktor: 

• Dari segi konsumen: konsumen tidak tahu sampai sejauh mana seseorang 

dapat memperoleh palayanan yang proporsional (hak konsumen), konsumen 

tidak terinformasi (pendidikan), status sosial, dan faktor letak geografis yang 

sulit mendapatkan informasi (lingkungan), konsumen berada dalam posisi 

tawar yang tidak seimbang (inequality of bargaining power). 

• Dari segi pelaku usaha:  tidak adanya itikad baik dalam memberikan 

pelayanan terhadap kebebasan untuk menentukan pilihan layanan dan 

 

 



 

 

 
 

 
 

informasi yang lengkap dalam penggunaan layanan. perbaikan mutu/ kualitas 

pelayanan yang memerlukan biaya yang besar (prinsip dengan biaya yang 

kecil menghasilkan keuntungan yang banyak) 

• Dari segi Regulator: rendahnya pemberdayaan konsumen terhadap hak-hak 

dimiliki, fungsi pengawasan dan penetapan regulasi masih kurang bisa 

memfasilitasi kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha. 

Tersedianya informasi yang lengkap dapat memberikan kemampuan 

bagi konsumen dalam melakukan pilihan tepat sesuai dengan kehendak dan 

kebutuhan yang diinginkan. Kurangnya informasi yang diterima menyebabkan 

konsumen mengalami kesulitan dalam penggunaan jasa layanan, yang pada 

akhirnya menyebabkan kekecewaan atau kerugian terhadap konsumen. Tidak 

lengkapnya informasi yang disampaikan merupakan salah satu bentuk cacat 

produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi 

yang tidak lengkap.  

Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen 

dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan 

informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diingikan/sesuai 

kebutuhan serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan atau mempunyai 

gambaran yang keliru atas penggunaan jasa layanan. 

Oelh karena, itu butuh lebih ditingkatkan lagi pengaturan tentang 

penggunaan VAS  dan diefektifkan lagi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjamin tentang hak atas 

pilihan layanan dan informasi yang lengkap.  

 

 



 

 

 
 

 
 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tentang perlindungan tentang 

perlindungan hukun terhadap konsumen  jasa telekomunikasi untuk 

mendapatkan pilihan layanan dan informasi yang lengkap, maka disini penulis 

ingin memaparkan beberapa saran yaitu: 

1. Konsumen hendaknya bersifat kritis dan aktif dalam memperjuangkan 

keinginannya dan apa yang menjadi haknya dalam penggunaa layanan jasa. 

Oleh karena itu, perlunya suatu gerakan konsumen yakni semua konsumen 

bersatu dan mulai membangkitkan kesadaran untuk berperan aktif untuk 

memperjuangkan hak-haknya sendiri. 

2. Pelaku usahan harus mengubah pola pikir terhadap peningkatkan kualitas 

pelayanan adalah sebagai strategi bisnis agar konsumen tetap setia pada 

produknya.  

3. Regulator harus lebih berperan aktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan 

dan pengaturan serta membuat kebijakan untuk kepentingan konsumen yang 

tidak terinformasi. Dalam hal ini harus lebih difokuskan adalah standarisasi 

kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada konsumen jasa telekomunikasi 

dan lebih diefektifkan kembali Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, yang menjamin tentang hak atas pilihan layanan dan 

informasi yang lengkap dari jasa telekomunikasi. 
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